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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 1 
TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026 

Ka. BPKD 

: a. 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

b 

Aeieten Administraei 

1. 

PARAF KOORDINASI 

WALI KOTA SABANG 
PROVINSI ACEH 

2. 

PERATURAN WALI KOTA SABANG 
NOMOR 06 TAHUN 2026 

TENTANG 

WALI KOTA SABANG, 
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 
2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dan 
Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan 
Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 Dan 
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai 
Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di 
Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan 
Provinsi Sumatera Barat, Keputusan Gubernur Aceh 
Nomor 900.1/408/2026 tentang Penetapan Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan 
Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2026 serta 
pemenuhan belanja pendukung lainnya pada perangkat 
daerah Kota Sabang, perlu dilakukan penyesuaian dalam 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota 
Sabang Tahun Anggaran 2026; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali 
Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 
Anggaran 2026; 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah 
Undang-Undang | Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2758); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor... 
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Permerintah Perngganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Normor 6757); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

PARAF KOORDINASI 

Asisten Administrasi Umum 

11. Peraturan ... 



Menetapkan 

Ka. BPKD 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

12. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Sabang Tahun 2023 Nomor 1); 

13. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 
2026 Nomor 1); 
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14. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kota Sabang Tahun Anggaran 2026; 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 1 TAHUN 
2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026. 

1. 

2. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sabang 
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2026 
(Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2026 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Sabang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang 
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 
2026 Nomor 2), diubah sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN: 

PARAF KOORDINASI 

Pasal I 

Ketentuan lampiran I diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum pada lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

Asisten Administrasi Umumn 

Ketentuan lampiran II, diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum pada lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

Pasal II ... 



Diundangkan di Sabang 
pada tanggal [3Juni 2026 

SEK 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang, 

Ka. BPKD 
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RANDRI ŅOURMAN 

PARAF KOORDINASI 

Pasal II 

Asisten Administrasi Umum 

BERITA DAERAÁ KOTA SABANG TAHUN 2026 NOMOR O6 

Ditetapkan di Sabang 
pada tanegal I4 uni 2026 
WAŁ KOTÀ SABAMG, 

ZULHIFLIH. ÁDÀM 

PARAF HIERARKI 
Sekretaris Daerah 
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra 
Kabag. Hukum 
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